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KATA PENGANTAR
  

 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan 

karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2023 telah selesai disusun. 

LKIP BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 2023 merupakan upaya untuk menginformasikan 

pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan BKPSDM selama Tahun Anggaran 2023 sebagai 

konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar 

terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan efektif.  

LKIP BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 2023 memuat pengukuran kinerja BKPSDM 

Kabupaten Bogor yang dimulai dari proses penetapan tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum 

dalam Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan 

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat 

keberhasilan/kegagalan yang dicapai BKPSDM Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan program dan 

kegiatannya. 

Pada laporan ini, kinerja BKPSDM Kabupaten Bogor diukur berdasarkan penilaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana 

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 2023. Secara umum 

capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Hasil capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Bogor tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras 

semua pihak. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 2023. 

Semoga LKIP BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas 

pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat dan umpan balik perbaikan dan peningkatan 

kinerja pada masa yang akan datang. 

Cibinong,   Januari 2024 
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IKHTISAR EKSEKUTIF

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Bogor disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi 

pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Perubahan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. LKIP menjelaskan secara 

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan 

dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai 

sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja secara berkelanjutan 

yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dengan 

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. 

Secara umum, pada Tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Bogor telah mencapai target dengan rata-

rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 106,34% dengan predikat sangat tinggi.  

Berikut rincian capaian indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2023: 

No Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 Indeks Profesionalitas ASN 71 79,46 111,92 

2 Indeks Sistem Merit 323,5 326 100,77 
 

Sedangkan Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 menghasilkan rata-rata 

capaian fisik sebesar 99,88%, termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi, sedangkan realisasi 

keuangan termasuk dalam kategori predikat tinggi yaitu sebesar 76,75%, angka ini diperoleh dari target 

anggaran perubahan sebesar Rp. 185.589.794.133,- terealisasi sebesar Rp.142.438.870.221,-. 

Subkegiatan yang anggarannya tidak dapat terealisasi dengan maksimal yaitu pada Subkegiatan 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disebabkan karena tidak terserapnya gaji dan tunjangan 

PPPK Formasi tahun 2023 sebanyak 4.327 orang selama 2 bulan. Hal tersebut dikarenakan adanya 

perubahan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan pada bulan 

November s.d Desember Tahun 2023 dan usul penetapan NI yang akan pada Bulan Februari Tahun 

2024. Selain itu pada Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dari target 

anggaran sebesar Rp. 650.861.850,- hanya terealisasi sebesar Rp. 317.686.000,- atau 48,81%, hal ini 

disebabkan karena baru terbitnya Peraturan Bupati terkait Penghargaan ASN pada Bulan Oktober 

sehingga pelaksanaan seleksi penghargaan ASN tidak dapat diselesaikan pada Tahun 2023 dan akan 

dilanjutkan pada awal tahun 2024. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  Setiap perangkat daerah wajib untuk 

menyusun laporan kinerja untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi serta kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Bogor untuk periode 1 (satu) tahun. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang 

telah disepakati. 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan kinerja BKPSDM ini ditujukan untuk:  

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Bogor; 

2. Mendorong BKPSDM Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan 

benar; 

3. Sebagai upaya perbaikan bagi BKPSDM Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja; 

4. Memberikan kepercayaan kepada publik terhadap BKPSDM Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan 

program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Bogor, adalah sebagai berikut: 

1. Kedudukan 

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dipimpin oleh seorang Kepala Badan 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
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2. Tugas 

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan, khususnya penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia dan tugas pembantuan. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

c. Pembinaan teknis pelaksanaan tugas di bidang di bidang kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia; 

d. pelaksanaan administrasi Badan; 

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. 

 

B. Susunan Organisasi 

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang, 

sebagai berikut: 

1. Sekretariat, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam 

melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan; 

2. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan Informasi; 

3. Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 

perumusan kebijakan mutasi, kepangkatan, pengembangan karir dan promosi; 

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur; dan 

5. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, yang mempunyai tugas membantu Kepala 

Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan Penilaian Kinerja Aparatur dan 

Penghargaan; 

 

Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

 Susunan Organisasi BKPSDM Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Aspek Sumber Daya  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor didukung 

oleh 70 personil yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah 

Kabupaten Bogor yang berjumlah 13.242 pegawai pada kondisi Desember 2023.  

Gambar 1.2 

Komposisi Pegawai BKPSDM Tahun 2023 Berdasarkan Lokasi Kerja 
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Gambar 1.3 

Komposisi Pegawai BKPSDM Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan 

 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Bogor didukung oleh 

pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata I (S1) dari berbagai jurusan 

sebanyak 27 pegawai, diikuti oleh pegawai berpendidikan SLTA atau sederajat sebanyak 13 

pegawai, pegawai berpendidikan Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 14 pegawai, Diploma III (D3) 

sebanyak 8 pegawai serta pegawai berpendidikan Diploma IV (D4) sebanyak 7 pegawai. 

 

D. Aspek Pendanaan 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 BKPSDM 

Kabupaten Bogor didukung oleh anggaran belanja yang bersumber dari APBD Perubahan 

Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 185.589.794.133,-. Adapun untuk 

alokasi anggaran masing-masing unit kerja BKPSDM dapat dilihat pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 

Alokasi Anggaran Belanja BKPSDM Tahun 2023 

No Unit Kerja 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

1 Sekretariat   155.487.347.833  

2 Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai       5.859.595.650  

3 Bidang Mutasi dan Promosi       3.563.605.500 

4 Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur     15.850.336.300  

5 Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan       4.828.908.850  

  TOTAL   185.589.794.133 
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E. Isu-isu Strategis 

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik 

yang bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berkaitan dengan 

pengidentifikasian isu-isu strategis dalam hal kepegawaian, analisis atau isu-isu strategis merupakan 

bagian penting dan menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis BKPSDM untuk 

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Dalam melaksanakan manajemen ASN, BKPSDM Kabupaten Bogor membutuhkan 

informasi-informasi yang menjadi petunjuk bagi organisasi untuk melaksanakan program dan 

kegiatannya. untuk mendapatkan informasi yang akurat, organisasi melakukan identifikasi atas isu-

isu strategis. Dengan mengidentifikasi isu strategis organisasi dapat menganalisis bagian tertentu 

yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah 

pengembangan organisasi. Pengidentifikasian isu-isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar 

meningkatkan kinerja organisasi. 

Beberapa permasalahan yang mengiringi proses manajemen kepegawaian antara lain: 

1. Pemenuhan SDM disetiap PD masih mengalami kekurangan baik kuantitas maupun kualitas; 

2. Target 20 JP per tahun bagi ASN Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengembangkan 

kompetensi melalui pelatihan belum maksimal; 

3. Sistem informasi kepegawaian yang belum terintegrasi; 

4. Belum diterapkannya manajemen talenta pada Tahun 2023. 



  

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung dengan adanya perencanaan yang baik. Maka 

perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk 

diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola 

kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah 

sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 

tahun kedepan. 

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Bogor merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan 

program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah. 

Untuk menyatukan persepsi, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi oleh visi dan misi Bupati 

Bogor, serta tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Bogor sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor sesuai perencanaan yang tertuang dalam 

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018–2023. Mengacu pada visi dan misi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah BKPSDM 

Kabupaten Bogor yaitu  “Terwujudnya ASN yang Profesional”.  

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata 

dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor dirumuskan sebagai berikut “Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit”. 

Visi: 
Terwujudnya Kabupaten Bogor 

Termaju, Nyaman dan 

Berkeadaban 

Misi ke-3: 
Mewujudkan tata 

kelola pemerintahan 

daerah yang baik 
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Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka 

disusunlah perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja tahunan ini 

merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan 

pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran 

beserta indikator kinerja dan targetnya. 
 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian Kinerja (PK) 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan PK ini 

adalah untuk mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang 

ditrerimanya dan terus meningkatkan kinerjanya. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi terukur sesuai dengan tugas, 

fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran strategis agar lebih 

optimal. 

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:  

1. Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat; 

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran; 

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan 

dan sasaran. 

Berdasarkan Renstra Perubahan BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 2018—2023, ditetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis BKPSDM sebagaimana dapat dilihat pada tabel 

2.3 sebagai berikut: 
 

Tabel 2.1 

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Tahun 2023 
 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 

Terwujudnya ASN 

yang profesional   
Indeks Profesionalitas 

ASN 
71 Poin 

        

  

Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan Manajemen ASN 

Berdasarkan Sistem Merit 

Indeks Sistem Merit 323,5 Poin 

 

Sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) BKPSDM tersebut, disusunlah Perjanjian 

Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun dokumen Perubahan Perjanjian 

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor Tahun 

2023 tersaji dalam Lampiran-1. 



  

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor telah 

melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Bogor 

Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk 

mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan 

gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan 

data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: 

Tabel 3.1 

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah 

No Skala Capaian Kinerja Kategori 

1 91 ≤ 100 Sangat Baik 

2 76 ≤ 90 Tinggi 

3 66 ≤ 75 Sedang 

4 51 ≤ 65 Rendah 

5 ≤ 50 Sanga Rendah 

 Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

A.   Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKPSDM 

Kabupaten Bogor dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan 

realisasi kinerja dalam perjanjian kinerja antara Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor dengan 

Bupati Bogor sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran.  

Capaian indikator kinerja utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 2023 yang 

diukur berdasarkan capaian tujuan dan sasaran strategis adalah sebesar 106,34%, termasuk dalam 

kategori “Sangat Baik”. Dibandingkan dengan tahun 2022, capaian IKU BKPSDM mengalami 

kenaikan sekitar 4,4% sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Pengukuran Kinerja BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 2023 

Tujuan Sasaran Indikator 
2022 2023 

2023 / 

Akhir 

Tahun 

Renstra 

T R Capaian T R Capaian T 

Terwujudnya 

ASN yang 

Profesional 

  

Indeks 

Profesionalitas 

ASN 

64 64,83 101,29 71 79,46 111,92 71 
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Tujuan Sasaran Indikator 
2022 2023 

2023 / 

Akhir 

Tahun 

Renstra 

T R Capaian T R Capaian T 

  

Meningkatnya 

Kualitas 

Penyelenggaraan 

Manajemen 

ASN 

Berdasarkan 

Sistem Merit 

Indeks Sistem 

Merit 
271 277,5 102,40 323,5 326 100,77 323,5 

RATA-RATA CAPAIAN     101,84     106,34   

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja BKPSDM TA 2023 

 

Kenaikan capaian tersebut disebabkan oleh karena pada Tahun 2023 BKPSDM telah 

mengimplementasikan indikator secara berjenjang dari Kepala Badan diturunkan kepada masing-

masing pegawai, sehingga keberhasilan pencapaian IKU merupakan kontribusi dari semua 

pegawai di BKPSDM.  

Pada tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Bogor telah menetapkan target sebesar 71 poin pada 

Indeks Profesionalitas ASN jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 BKPSDM telah 

melebihi target yaitu mencapai 111,92%. Sedangkan Indeks Sistem Merit yang ditetapkan pada 

Tahun 2023 adalah 323,5 poin dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka BKPSDM 

telah melebihi target yaitu mencapai 100,77%. Artinya pada tahun 2023 BKPSDM telah mencapai 

target akhir Renstra. 

Berikut penjelasan atas keberhasilan pencapaian target IKU BKPSDM pada tahun 2023: 

1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) 

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara 

dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Profesionalitas 

yaitu kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki 

untuk dapat melakukan tugas pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. 

Sedangkan indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukan perubahan suatu 

variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau 

tempat yang sama atau berlainan. Pengukuran Indeks Profesionalitas yaitu suat instrumen 

yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya 

dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan 

profesionalisme ASN. Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui 

dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. 

Pada Tahun 2021, target IP ASN yang telah ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten 

Bogor didalam Rencana Strategisnya yaitu sebesar 64 Poin. Adapun hasil dari verifikasi yang 

telah dilakukan oleh BKN diperoleh nilai IP ASN Kabupaten Bogor sebesar 79,46 Poin 
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dengan kategori “rendah” akan tetapi poin tersebut telah melampaui target poin yang telah di 

tetapkan yaitu mencapai 111,92% dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Rincian Pencapaian IP ASN per Dimensi Tahun 2023 

No Dimensi IP ASN Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 Kualifikasi 22,8 21,42 93,95 

2 Kompetensi 18,2 28,41 156,1 

3 Kinerja 25 24,64 98,56 

4 Disiplin 5 4,99 99,80 

  Total  71 79,46 111,92 

  Sumber: MySAPK BKN 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijabarkan faktor keberhasilan atau kegagalan kinerja 

serta alternatif atau solusi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bogor sebagai berikut: 

a. Dimensi Kualifikasi 

Pada dimensi kualifikasi poin yang dicapai yaitu sebesar 21,42 poin atau 93,95% dari 

target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023, masih ada 3.306 

pegawai yang kualifikasi pendidikannya masih dibawah Strata-1 (S-1) atau Diploma-IV 

(D-IV). Strategi yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Bogor untuk meningkatkan 

kualifikasi pendidikan pegawainya yaitu dengan melaksanakan tugas belajar yang sesuai 

dengan bidang tugasnya dan dibiayai oleh APBD Kabupaten Bogor dan memberikan izin 

belajar kepada pegawai yang melaksanakan peningkatan kualifikasi pendidikan secara 

mandiri dalam tugas jabatan. 

b. Dimensi Kompetensi 

Pada dimensi kompetensi, capaiannya 156,1% melebihi target yang telah ditetapkan 

yaitu dari 18,2 poin terealisasi sebesar 28,41 poin. hal tersebut dikarenakan pada Tahun 

2023, BKPSDM Kabupaten Bogor melaksanakan webinar series untuk memenuhi hak 

pegawai untuk mendapatkan pengembangan kompetensi 20 JP/tahun yang tertuang pada 

pasal 203 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan strategi tersebut selain pemenuhan 

pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tercapai 

dengan baik, penggunaan anggaran pun semakin efisien. 

c. Dimensi Kinerja 

Pada Tahun 2023, capaian untuk dimensi kinerja yaitu sebesar 98,56%. Capaian tersebut 

didapat dari hasil penilaian SKP Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bogor Tahun 2022. Pada tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Bogor telah 

mengimplementasikan Permenpan 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur 
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Sipil Negara dalam penilaian SKP pegawai di Lingkungan Pemerintah Bogor. Pedoman 

tersebut dituangkan dalam aplikasi e-kinerja yang disebut Sicantik Superapps. Pada 

aplikasi tersebut, telah mencakup semua modul yang tercantum pada Permenpan tersebut 

sehingga hasil penilaian kinerja pegawai sudah dijadikan dasar untuk pemberian 

tunjangan kinerja, pengembangan karier dan pengembangan kompetensi pegawai. 

d. Dimensi Disiplin 

Dimensi disiplin digunakan untuk data/informasi kepegawaian yang memuat hukuman 

yang pernah diterima oleh PNS. Pada tahun 2023, hasil verifikasi BKN terhadap dimensi 

disiplin yaitu 4,99 poin atau 99,80% dari target 5 poin yang telah ditetapkan. Hal tersebut 

berarti masih terdapat pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2023. 

Strategi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bogor pada tahun 2023 yaitu 

melakukan pembinaan disiplin kepada pegawai dengan mensosialisasikan aturan-aturan 

terkait disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal tersebut dilakukan 

untuk menurunkan tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai di 

Pemerintah Kabupaten Bogor. 

 

2. Indeks Sistem Merit  

Indeks Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 aspek sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. Delapan aspek penilaian Indeks Sistem Merit tersebut adalah:  

a. Aspek perencanaan kebutuhan;  

b. Aspek pengadaan;  

c. Aspek pengembangan karier;  

d. Aspek promosi dan mutasi;  

e. Aspek manajemen kinerja;  

f. Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin;  

g. Aspek perlindungan dan pelayanan; dan  

h. Aspek sistem informasi kepegawaian. 

Pada Tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Bogor menargetkan capaian atas Indeks 

Sistem Merit sebesar 323,5 poin. Adapun dari hasil penilaian yang dilakukan oleh KASN 

diperoleh nilai Indeks Sistem Merit Kabupaten Bogor sebesar 326 poin dengan kategori 

“sangat baik” dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Rincian Pencapaian Nilai per Aspek Indeks Sistem Merit Tahun 2023 
 

No Aspek Sistem Merit Target Realisasi Capaian (%) 

1 Perencanaan Kebutuhan 37,5 40 106,67 

2 Pengadaan 32 36 112,5 

3 Pengembangan Karier 92,5 80 86,47 

4 Promosi dan Mutasi 27,5 25 90,91 

5 Manajemen Kinerja 67,5 72,5 107,4 

6 Penggajian, Penghargaan dan Disiplin 37,5 37,5 100 

7 Perlindungan dan Pelayanan 12 16 133,33 

8 Sistem Informasi 17 19 111,76 

 Total 323,5 326 100,77 

           Sumber: Dokumen Berita Acara Verifikasi Sistem Merit KASN 

a. Aspek Perencanaan Kebutuhan 

Pada aspek perencanaan kebutuhan, capaian target indeks merit sebesar 106,67% dengan 

kata lain pencapaian terhadap target telah maksimal akan tetapi untuk pencapaian poin 

maksimal Indeks merit masih belum terpenuhi. Salah satu catatan dari KASN yaitu agar 

Kabupaten Bogor melalui BKPSDM dapat mengupdate peta rencana kebutuhan pegawai 

untuk tahun berjalan serta menyempurnakan dokumen rencana pemenuhan kebutuhan 

pegawai jangka menengah 5 tahun dengan bersumber pada CPNS, CPPPK, 

Mutasi/Rotasi, Promosi dan Inpassing. 

b. Aspek Pengadaan 

Pada aspek pengadaan, capaian target indeks merit sebesar 112,5%, sama halnya dengan 

aspek perencanaan kebutuhan, pada aspek ini pencapaian target telah melampui akan 

tetapi belum mencapai bobot standar yaitu 40 poin. Catatan verifikasi dari KASN yaitu 

pada aspek pengadaan untuk segera menerbitkan Kebijakan Internal atau Peraturan 

Daerah terkait Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Kabupaten Bogor. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut maka 

pencapaian poin pada aspek pengadaan akan maksimal. 

c. Aspek Pengembangan Karier 

Pada aspek pengembangan karier, capaiannya 86,47%, pada Tahun 2023 masih 

dilakukan pemantapan implementasi aplikasi SIMANTAP (Sistem Manajemen Talenta 

Pegawai) yang merupakan aplikasi dari penerapan manajemen talenta di Kabupaten 

Bogor. Akan tetapi masih banyak perbaikan dan pengembangan yang harus dilakukan 

oleh BKPSDM yaitu: 

1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan pelaksana yang belum 

terselesaikan; 
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2. Penyusunan profil kompetensi yang belum utuh dikarenakan masih banyak pegawai 

yang belum melakukan uji kompetensi; 

3. Menyusun rencana suksesi berdasarkan rumpun jabatan dengan data yang sudah 

tersedia; 

4. Menganalisis kesenjangan kompetensi dan kualifikasi pegawai; 

5. Menganalisis kesenjangan kinerja pegawai; 

6. Pelaksanaan Corporate University; 

7. Pelaksanaan coaching mentoring untuk peningkatan kompetensi pegawai. 

d. Aspek Promosi dan Mutasi 

Pada aspek ini, tercapai target 90,91%, berdasarkan catatan dari tim verifikasi KASN 

Kabupaten Bogor masih perlu untuk mengupdate kebijakan terkait pola karier PNS di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan rencana suksesi instansi dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dan 

Mengakselerasi pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas dengan 

metode assessment. 

e. Aspek Manajemen Kinerja 

Capaian pada aspek ini sebesar 72,5 poin sedangkan targetnya 67,5 poin sehingga 

capaianya menjadi 107,4%. pada Tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Bogor melalui 

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan telah menerapkan aplikasi Sicantik 

Superapp yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 sehingga kontrak 

kinerja sudah berdasarkan rencana strategis perangkat daerah dan diturunkan secara 

berjenjang sampai ke level pelaksana. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai yang 

obyektif dan terukur melalui aplikasi penilaian kinerja berjalan optimal dan telah 

dijadikan dasar pemberian TPP bagi setiap pegawai dan penilaian kinerja telah 

dilaksanakan secara berkala dengan dialog kinerja antara atasan dan bawahan sehingga 

pencapaian hasil maksimal. Catatan dari tim verifikasi KASN yaitu untuk membuat 

analisis kesenjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja dan permasalahan 

kinerja serta hasil penilaian kinerja dijadikan dalam promosi jabatan dan pengembangan 

kompetensi pegawai. 

f. Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin 

Pada aspek ini telah mencapai target yaitu hanya mencapai 100%. pencapaian tersebut 

dikarenakan BKPSDM telah menetapkan kebijakan internal terkait penghargaan 

pegawai. Selain itu masih terdapa rekomendasi dari tim KASN agar BKPSDM 

melaksanakan dan mensosialisasi Peraturan Bupati tentang Kode Etik kepada seluruh 
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pegawai di lingkungan Pemkab Bogor serta mengintegrasikan database disiplin, 

pelanggaran kode etik dan kode perilaku pada SIMPEG dengan aplikasi SIASN BKN. 

g. Aspek Perlindungan dan Pelayanan 

Capaian target indeks merit pada aspek perlindungan dan pelayanan di Kabupaten Bogor 

mencapai 133,33%. Pencapaian ini berdasarkan hasil verifikasi KASN bahwa Kabupaten 

Bogor melalui BKPSDM telah melaksanakan perlindungan pegawai dengan memberikan 

bantuan tugas belajar terhadap pegawai, membentuk SK Tim bantuan hukum dan telah 

melakukan pendampingan kasus hukum. Selain itu BKPSDM Kabupaten Bogor telah 

menyediakan sistem pelayanan kepegawaian yang memudahkan aktifitas pegawai yakni 

sistem kehadiran pegawai (aplikasi Sicantik) cuti pegawai (e-cuti), proses kenaikan 

pangkat (Mangasep BKN) dan lain sebagainya. Dengan pencapaian tersebut pada aspek 

ini BKPSDM telah mencapai poin maksimal yang ditetapkan oleh KASN. 

h. Aspek Sistem Informasi 

Pada aspek ini, capaian target indeks merit sebesar 111,76% dengan faktor pendorongnya 

yaitu bahwa BKPSDM Kabupaten Bogor telah menggunakan e-office untuk 

memudahkan pelayanan adminsitrasi kepegawaian seperti layanan mutasi masuk, 

pendaftaran JPT, cuti pegawai dan pengajuan pensiun yang terintegrasi pada data 

SIMPEG serta telah dilakukan assesment kepada JPT, JA dan JP di Lingkungan Pemkab 

Bogor dengan bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat. 

Untuk mendukung pencapaian target kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya,  Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Bogor didukung oleh 3 program, 14 kegiatan dan 67 sub kegiatan sebagaimana 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023 
 

Sasaran Program/Kegiatan Keterangan 

Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan 

Manajemen ASN 

Berdasarkan Sistem 

Merit 

Program Kepegawaian Daerah   

  Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN 

7 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 3 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 7 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 9 Sub Kegiatan 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia   

  Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis 2 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan Fungsional 

3 Sub Kegiatan 
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Sasaran Program/Kegiatan Keterangan 

Terfasilitasinya 

Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Perangkat 

Daerah 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   

  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

7 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

1 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 9 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

2 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

3 Sub Kegiatan 

  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

5 Sub Kegiatan 

 

 

B. Realisasi Anggaran 

Pada Tahun Anggaran 2023 BKPSDM mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar 

Rp.185.589.794.133,- yang digunakan untuk melaksanakan 14 kegiatan dan 67 sub kegiatan yang 

terangkum dalam 2 program utama dan 1 program penunjang sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan BKPSDM TA 2023 

Program/Kegiatan 
Anggaran 

Target Realisasi % 

Program Kepegawaian Daerah 17.868.559.050 16.581.506.673 92,80 

  Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian ASN 

5.859.595.650 5.309.272.398 90,61 

  Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 2.216.192.450 2.026.920.384 91,46 

  Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 4.963.862.100 4.820.357.693 97,11 

  Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur 

4.828.908.850 4.424.956.198 91,63 

Program Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

12.233.887.250 11.777.036.317 96,27 

  Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis 4.811.930.350 4.722.650.008 98,14 

  Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, 

Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 

Fungsional 

7.421.956.900 7.054.386.309 95,05 

  
        

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

155.487.347.833 114.080.327.231 73,37 

  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

776.700.155 731.571.652 94,19 

  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

150.497.058.827 109.385.002.891 72,68 

  Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah 

9.172.550 8.753.000 95,43 

  Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

221.156.000 201.470.000 91,10 
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Program/Kegiatan 
Anggaran 

Target Realisasi % 

  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

834.377.050 756.130.010 90,62 

  Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

899.701.665 834.362.000 92,74 

  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1.161.585.786 1.131.575.964 97,42 

  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1.087.595.800 1.031.461.714 94,84 

          

TOTAL 185.589.794.133 142.438.870.221 76,75 
 

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. Berikut perbandingan capaian realisasi anggaran 3 (tiga) tahun terakhir (2021—2023) 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Capaian Realisasi Anggaran BKPSDM Tahun 2021 – 2023 
 

No Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 2021 134.863.473.076 132.606.190.484 98,33 

2 2022 145.630.854.295 140.545.075.975 96,51 

3 2023 185.589.794.133 142.438.870.221 76,75 
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah menyebutkan bahwa belanja terdiri dari 2 jenis yaitu belanja operasi dan belanja modal. 

Belanja Operasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 

2023 adalah sebesar Rp.184.651.717.818,- dan terealisasi sebesar Rp.141.569.248.221,- atau 

76,67%. Sedangkan belanja modal sebesar Rp.938.076.315,- dan teralisasi sebesar Rp.869.622.000,- 

atau 92,70%, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Capaian Realisasi Anggaran BKPSDM TA 2022 Berdasarkan Jenis Belanja 

No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Belanja Operasi 184.651.717.818 141.569.248.221 76,67 

 a. Belanja Pegawai 150.413.335.027 109.301.512.49 72,67 

 b. Belanja Barang dan Jasa 31.238.382.791 29.375.848.013 94,04 

 c. Belanja Hibah 3.000.000.000 2.891.887.717 96,40 

2 Belanja Modal 938.076.315 869.622.000 92,70 

 a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 938.076.315 869.622.000 92,70 

 TOTAL 185.589.794.133 142.438.870.221 76,75 
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Gambar 3.1 

Realisasi Keuangan dan Fisik BKPSDM Tahun 2023 

 

 

  

 

 

 

 

 

Realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

dengan realisasi anggaran sebesar 98,23% dan realisasi fisik tertinggi terdapat pada Program 

Kepegawaian Daerah dengan realisasi mencapai 132,83%. Sedangkan untuk realisasi Keuangan 

terendah ada pada Program Kepegawaian Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 82,26% dan 

realisasi fisik terendah terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 

realisasi sebesar 95,55%.  

Pada Tahun 2023, efisiensi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Bogor adalah sebesar Rp. 43.150.923.912,- atau 23,25%. Hal tersebut 

dikarenakan gaji dan tunjangan PPPK Formasi Tahun 2023 sebanyak 4.383 orang selama 2 bulan 

tidak terserap serta tahapan seleksi ASN berprestasi baru sampai tahap 5 besar sampai bulan 

desember dan dilanjutkan pada awal tahun 2024. Efisiensi realisasi belanja berdasarkan sasaran 

dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini: 

Tabel 3.9 

Efisiensi Anggaran BKPSDM Tahun 2023 

Sasaran 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Anggaran Efisiensi 

Target Realisasi Rp % 

Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan 

Manajemen ASN 

Berdasarkan Sistem 

Merit 

106,34% 185.589.794.133 142.438.870.221 43.150.923.912 23,25 

 

Adapun penjabaran analisa efisiensi dari masing-masing sub kegiatan dapat dilihat pada lampiran 

II dari dokumen LKIP ini. 



  

BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Bogor tahun 2023 merupakan wujud pertanggung-

jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pertanggung-

jawaban atas kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Bogor Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai misi ke tiga 

Pemerintah Kabupaten Bogor, sasaran strategis yang ditetapkan adalah ”Meningkatkan kualitas 

penyelenggaran manajemen ASN berbasis Sistem Merit” dengan indikator ”Indeks Sistem Merit”. 

Target Indeks Sistem Merit dari 323,5 poin terealisasi sebesar 326 poin atau 100,77%. Pembiayaan 

pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023 bersumber dari APBD Kabupaten Bogor dengan anggaran 

sebesar Rp. 185.589.794.133,- terealisasi Rp. 142.438.870.221,- atau sebesar 76,75%. 

Upaya kedepan untuk meningkatkan kinerja BKPSDM adalah dengan mengevaluasi beberapa 

kegiatan baik dari segi perencanaan maupun anggaran, dan melakukan percepatan penerapan 

Manajemen Talenta sebagai pilar manajemen ASN berbasis Sistem Merit. Meningkatkan target 

kinerja pengendalian intern, membangun komitmen bersama serta menuangkan target kinerja dalam 

perjanjian kinerja mulai dari Kepala Badan, pejabat administrator, pengawas sampai dengan 

pelaksana di lingkungan BKPSDM Kabupaten Bogor guna mencapai target IKU yang telah 

ditetapkan. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPSDM Kabupaten Bogor Tahun 

2023, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BKPSDM kepada pihak-pihak terkait baik 

sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten 

Bogor.  

TERIMA KASIH 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN – 1 

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BKPSDM 

TAHUN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN – 2 

EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN 

KEGIATAN BKPSDM TAHUN 2023 

 


